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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya
alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang
langsung untuk kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam atau
melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri,
pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.! Tanah bukan hanya
diperlukan manusia ketika hidup saja akan tetapi ketika manusia meninggal
juga akan memerlukan tanah untuk tempat pemakamannya, sehingga tanah
akan selalu berhubungan dengan kehidupan manusia dan tidak dapat
dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Kebutuhan akan tanah meningkat setiap tahunnya, hal tersebut
dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk yang memerlukan tanah
akan tetapi jumlah tanah yang tersedia ini sangatlah terbatas. Tanah sebagai
benda yang bersifat “Permanen” (tidak dapat bertambah) banyak
menimbulkan masalah dika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang
semakin meningkat.’

Kebutuhan tanah untuk pembangunan Negara juga mengalami
peningkatan dikarenakan kegiatan pembangunan Negara ini bukan hanya

dilakukan oleh Pemerintah saja akan tetapi juga dilakukan oleh Perusahaan

! Suardi, Hukum Agraria, Jakarta : Badan IBLM, 2005, hlm. 1.
2 Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta : Rajawali Press, 1991,
Hlm. 55



Swasta dan pembangunannya haruslah berjalan secara merata dan seimbang
antara kepentingan umum dan kepentingan swasta. Sebelum melakukan
pembangunan Perusahan Swasta harus memiliki pandangan tanah yang akan
dijadikan lokasi pembangunan dan wajib memiliki Izin Lokasi yang diajukan
kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat.®> Tanah yang diperlukan oleh Perusahaan Swasta ini digunakan
untuk membangunan rumah sakit, perkantoran, kawasan industri (pabrik),
lapangan golf, tempat wisata, hotel dan perumahan.

Perolehan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta kerap kali
disebut dengan Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Perolehan tanah
Perusahaan Swasta dapat dilakukan dengan cara jual-beli dan pelepasan hak
atas tanah. Perolehan tanah dengan jual-beli dapat dilakukan apabila tanah
tersebut berstatus Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, sedangkan
apabila tanahnya berstatus Hak Milik maka perolehan tanahnya harus
dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah.

Pelepasan hak atas tanah sebagai salah satu kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan yang dikuasainya
dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.* Perolehan hak atas
tanah dengan cara pelepasan hak atas tanah ini diperlukan karena Perusahaan
Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mana berkedudukan
sebagai pembeli tidak memenuhi syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah

atau dilarang oleh undang - undang. Dimana syarat materiil dalam jual beli ini

3 Urip Santoso, Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta,
Surabaya :Perspektif Volume XV No.3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, hlm. 322
4 Umar Said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 100



adalah pihak penjual yang merupakan pemilik tanah berhak untuk menjual hak
atas tanahnya dan pihak pembeli harus memenuhi syarat sebagai subyek dari
hak atas tanah tersebut. Perusahaan Swasta merupakan subyek Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai bukanlah Hak Milik.> Apabila
syarat materiil tidak terpenuhi maka syarat formalnya pun tidak akan
terpenuhi juga, sehingga perolehan hak atas tanah oleh Perusahaan Swasta
tidak dapat dilakukan dengan cara jual beli.

Sebelum adanya pelepasan hak atas tanah maka antara kedua belah
pihak yaitu pemilik tanah dan Perusahaan Swasta harus bermusyawarah
terlebih dahulu dengan tujuan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang
akan diberikan kepada pemilik tanah atas tanah yang akan dilepaskan. Ganti
rugi yang diberikan atas pelepasan hak atas tanah ini dapat berupa uvang, tanah
pengganti ataupun pemukiman. Setelah adanya kesepakatan antara kedua
belah pihak mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka pelepasan hak
atas tanah ini dapat dilakukan dengan dibuatnya akta pelepasan hak atas tanah
atau dapat juga dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.

Setelah adanya Pelepasan hak atas tanah oleh pemiliknya maka
hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang dikuasainya akan
terputus. Hak atas tanah yang sudah dilepaskan tersebut tidak langsung
menjadi milik dari Perusahaan Swasta yang telah memberikan ganti rugi
sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi hak

atas tanah tersebut menjadi hapus dan kembali menjadi tanah Negara ( tanah

® Urip Santoso, Op Cit, hlm. 329



yang dikuasai oleh Negara ). Setelah menjadi tanah Negara, Perusahaan
Swasta yang telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dapat
mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah sesuai yang diinginkan
seperti Hak Guna Bangunan ataupun Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten /Kota Setempat.’

Salah satu Pelepasan Hak Atas Tanah yang menjadi objek penelitian
penulis adalah Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah dilakukan oleh Petani Y
yang mana tanahnya ini berupa sawah dan dari pelepasan hak atas tanah
tersebut telah diberikan ganti rugi oleh Perseroan Terbatas (PT) X. Setelah
adanya pelepasan hak atas tanah tersebut, PT X tidak langsung memanfaatkan
tanah tersebut untuk pembangunan sehingga Petani Y masih dapat
memanfaatkannya untuk bercocok tanam dengan terlebih dahulu membuat
surat pernyataan untuk bercocok tanam kepada PT X, akan tetapi dari
perizinan yang diberikan PT X untuk tetap dapat becocok tanam di tanah yang
berupa sawah tersebut Petani Y menjual tanah yang berupa sawah tersebut
kepada orang lain tanpa sepengetahun dari PT X, padahal tanah tersebut tidak
lagi menjadi milik dari Petani Y.

Berkaitan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat
judul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

YANG DILAKUKAN OLEH PETANI Y TERHADAP PT X DALAM

¢ Urip Santoso, Op Cit, him. 333.



PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN
BRINGIN, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA)”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT X akibat Perbuatan Melanggar
Hukum yang dilakukan oleh petani Y dalam Pelepasan Hak Atas Tanah ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT X akibat
Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh petani Y dalam
Pelepasan Hak Atas Tanah ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi PT X akibat
Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh petani Y dalam
Pelepasan Hak Atas Tanah.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh PT X akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh petani
Y dalam Pelepasan Hak Atas Tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna unuk memberikan suatu
sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari,
khususnya dibidang ilmu hukum perdata dalam rangka memberikan

pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi PT X akibat Perbuatan



Melanggar Hukum yang dilakukan oleh petani Y dalam Pelepasan Hak

Atas Tanah.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru,
membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang

membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah

1.5.1.1. Pengertian Hak Atas Tanah

Istilah hak atas tanah berasal dari Bahasa Inggris, yaitu
land rights, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan
landrechten, sementara dalam Bahasa Jerman, yaitu
landrechte. Ada dua suku kata yang terkandung dalam istilah
hak atas tanah, yaitu hak dan tanah. hak disebut juga right
(Bahasa Inggris), recht (Bahasa Belanda), atau rechts (Bahasa
Jerman). Hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat
sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang) atau
kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu.

Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai
kewenangan negara untuk mengatur peruntukkan dan

penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan



manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penguasaan tanah
oleh masyarakat hukum adat dimaknakan sebagai kekuasaan
atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah
yang berasal dari hak-hak adat. Sedangkan penguasaan tanah
oleh individu atau badan hukum erat kaitannya dengan
pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan
untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk
kepentingannya. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
pembangunan perumahan, pertanian, peternakan dan usaha-
usaha produktif lainnya.”

Pengertian hak atas tanah menurut Pasal 4 ayat (1) dan
(2) adalah “Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum  untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi”.

Subjek hukum hak atas tanah, yaitu adalah orang-

orang dan badan hukum. Subjek hukum itu diberi kewenangan

7 Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 83



untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan
yang menjadi objek hak atas tanah adalah permukaan bumi,
air (dalam hal ini air laut, air sungai, maupun air danau), dan
ruang angkasa yang ada diatasnya dalam batas-batas tertentu.
1.5.1.2. Macam-macam Hak Atas Tanah
Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
UUPA, yang menentukan “atas dasar hak menguasai dari
Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Adapun
macam-macam hak atas tanah tersebut adalah :
a. Hak Milik
Hak Milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan
Pasal 27 UUPA. Dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan
bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Hak Milik yang
terkuat dan terpenuh adalah sifat-sifat utama dari hak
milik yang membedakan dengan hak-hak yang lain.
Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang
dapat dipunyai orang atas tanah. Hak Milik memiliki

ciri-ciri sebagai berikut :



1. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh,
artinya hak milik adalah yang paling kuat jika
dibandingkan dengan hak-hak lainnya dan dapat
dipertahankan oleh pemegang haknya dari
gangguan pihak lain.

2. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya,
seperti hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, dan
hak tanggungan, dan hak-hak lainnya.

3. Hak milik tidak mempunyai jangka waktu
berlakunya, sampai kapanpun dan dapat diwariskan
kepada ahli warisnya.

4. Hanya hak milik yang dapat di wakafkan, hak-hak
lain tidak dapat diwakafkan.

5. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Subjek dari hak milik berdasarkan Pasal 21 UUPA

adalah :

1. Warga negara Indonesia

2. Badan-badan Hukum tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah yaitu :

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara
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b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian
yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang
Nomor 79 Tahun 1958

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh
Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar
Menteri Agama

d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri
Kesejahteraan Sosial

Peralihan Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (2) “Hak
milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.
Dalam hal ini yang dimaksud beralih adalah hak milik
atas tanah dapat beralih tanpa melalui perbuatan hukum
tertentu dari para pihak, atau demi hukum hak milik itu
dapat beralih ke pihak lain. Misalnya beralihnya hak
milik karena pewarisan. Sedangkan yang dimaksud
dengan dialihkan adalah hak milik atas tanah baru bisa
beralih atau berpindah kepada pihak lain apabila
dialihkan oleh pemiliknya. Hak Milik dapat dialihkan
dengan :

a. Jual-beli

Jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPer adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

benda dan pihak lain membayar harga yang telah
diperjanjikan.
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b. Sewa-menyewa
Sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPer
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang,
selama waktu tertentu dan denga pembayaran suatu
harga,yang oleh pihak tersebut belakangan telah
disanggupi pembayarannya.

c. Hibah
Hibah menurut Pasal 1666 KUHPer adalah suatu
persetujuan, dengan mana seorang penghibah
menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma,
tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan
seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

d. Wakaf
Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan sebagian benda miliknya, untuk
dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu
waktu tertentu sesuai kepentingannya guna
keperluanibadah dan/atau kesejahteraan umum
meurut syari’ah.

e. Pelepasan hak
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah
kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas
dasar musyawarah.® Pelepasan hak atas tanah
dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan
tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi
pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga
tidak dapat melepaskan hak atas tanahnya, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah
merupakan  perbuatan  hukum yang mana
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak
dengan tanahnya melalui musyawarah untuk
mencapai kata sepakat. Pelepasan Hak atas tanah ini
dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi
kepada pemegang haknya. Pelepasan hak atas dapat
dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak
yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang
haknya dengan notariil atau dibawah tangan

8 Umar Said Sugiharto, Loc cit., him. 100.
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Pasal 27 UUPA menetapkan bahwa faktor-faktor

penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan tanahnya

jatuh kepada negara, yaitu :

1.

Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18.
Pencabutan ha katas tanah diatur dalam Undang-
undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya. Undang-undang No. 20 Tahun 1961
merupakan pelaksanaan dari pasal 18 UUPA.
Karena penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya.

Penyerahan sukarela oleh pemiliknya adalah
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
pelepasan atau penyerahan ha katas tanah dapat
dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk
kepentingan swasta. Pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas
tanah dengan tanah yang dikuasainya, yang
berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan
tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai
oleh negara atau tanah negara.

. Karena ditelantarkan.

Tanah telantar adalah tanah yang tidak
digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat,
tujuan, dan keadaannya.

Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat
sebagai Hak Milik atas tanah.

Subjek Hak Milik atas tanah yang tidak
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik
diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA.
Dalam hal ini yang dimaksud tidak memenuhi
syarat sebagai subjek Hak Milik adalah orang
asing yang sesudah berlakunya Undang-undang
ini memperoleh Hak Milik karena Pewarisan
tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga-warga negara
Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan
setelah  berlakunya  Undang-undang  ini
kehilangan kewarganegaraannya wajib
melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan. Dan selama
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seseorang  disamping  kewarganegaraannya
Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing
maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan
hak milik.

5. Karena pemindahan Hak Milik kepada orang

atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat
sebagai subjek Hak milik.
Pemindahan Hak Milik atas tanah kepada orang
atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat
sebagai subjek Hak Milik akan batal demi
hukum dan tanahnya jatuh kepada negara,
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik
tidak dapat dituntut kembali.’

b. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha diatur dalam Pasal 28 sampai
dengan Pasal 34 UUPA. Hak guna usaha adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara
dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan,
atau peternakan. Hak guna usaha ini adalah hak khusus
untuk mengusahakan tanah yang bukan milik sendiri
guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan.
Hak guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang
luasnya paling sedikit adalah 5 hektar. Tujuan
penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna

usaha itu terbatas yaitu pada usaha pertanian, perikanan,

9 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015, Hlm. 44
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dan perkebunan. Oleh karena itu ahak guna usaha dapat
dibebankan pada tanah hak milik.

Jangka waktu yang diberikan untuk Hak guna
usaha ini adalah paling lama 25 tahun, dan untuk
perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat
diberikan waktu paling lama 35 tahun. Jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun atas
permintaan pemegan hak. Ciri-ciri hak guna usaha :
Hanya dapat diberikan atas tanah negara
Dapat beralih karena pewarisan
Mempunyai jangka waktu terbatas
Dapat dijadikan jaminan utang dengan hak
tanggungan

Dapat dialihkan kepada pihak lain
Dapat dilepaskan menjadi tanah milik negara

fao o

™o

Subjek hak guna usaha menurut Pasal 30 ayat (1)
UUPA adalah :
1. Warga negara Indonesia
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan
melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan
modal dan pewarisan. Peralihan yang disebabkan oleh
jual-beli harus dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah.
Hak guna usaha yang dialihkan dapat dibebani dengan

hak tanggungan. Hapusnya hak guna usaha menurut

Pasal 34 UUPA adalah :
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Jangka waktu berakhir

. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
karena sesuatu syarat tidak terpenuhi

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka

N —

waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Ditelantarkan
6. Tanahnya musnah
7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)
Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai
dengan pasal 40 UUPA. Hak guna bangunan adalah hak
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat
diperpanjang paling lama 20 tahun. Penggunaan hak
guna bangunan ini adalah untuk rumah, tempat tinggal,
kantor, pertokoan industri, dIl. Subjek hak guna
bangunan berdasarkan Pasal 48 UUPA adalah :

1. Warga negara Indonesia

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Ciri-ciri Hak guna bangunan adalah :

1. Dapat beralih dan dialihkan

2. Jangka waktu terbatas

3. Dapat dijadikan jaminan utang

4. Dapat dilepaskan oleh pemegang haknya

5. Dapat terjadinya hak milik dan tanah negara

Hapusnya hak guna bangunan menurut Pasal 40 UUPA

adalah :
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. Berakhirnya jangka waktu yang sudah ditetapkan
. Dibatalkannya oleh pejabat yang berwenang atau
pemegang hak pengelolaan/pemegang hak milik
sebelum waktunya berakhir karena :
a. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang hak
b. Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban
yang tertuang dalam perjanjian penggunaan
tanah hak milik atau hak pengelolaan
c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap
3. Dilepaskannya secara sukarela oleh pemegangnya
sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan
undang-undang nomor 20 tahun 1961
Ditelantarkan
Tanahnya musnah
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA, yaitu dimana
pemegangnya tidak memnuhi syarat dan dalam
waktu satu tahun tidak mengakhiri penguasaan Hak
guna bangunan.

N —

SN

d. Hak Pakai

Hak pakai diatur dalam Pasal 43 UUPA. Hak
pakai adalah hak wuntuk menggunakan dan/atau
memungut hasil tanah yang dikuasai oleh Negara atau
tanah milik orang lain yang memberi wewenng dan
kewajiban  yang  ditentukan dalam  keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian
sewa-menyewaatau perjanjian pengolahan tanah, asal
seagala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan Undang-undang ini. Hak pakai mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut :
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Penggunaan tanah bersifat sementara

. Dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris

Dapat dialihkan dengan izin jika tanah negara dan
dimungkinkan oleh perjanjian jika tanah hak milik
Dapat dilepaskan sehingga kembali kepada negara
atau pemilik

Jangka waktu hak pakai menurut pasal 41 ayat (2)

UUPA adalah selama tanahnya dipergunakan untuk

keperluan tertentu, dengan cuma-suma, dengan

pembayaran atau permberian jasa berupa apapun.

Subjek dari hak pakai menurut pasal 42 adalah :

1.

Warga negara Indonesia

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

3.

4.

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia berkedudukan di Indonesia

Perwakilan negara asing dan perwakilan badan
hukum

Hak Pakai dapat beralih apabila terjadi karena :

a. Jual beli

b. Tukar-menukar

c. Penyertaan dalam modal
d. Hibah

e. Pewarisan

Hak pakai dapat hapus karena:

1. Jangka waktunya berakhir
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang
pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak
milik karena :
a. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang hak dan/atau  dilanggarnya
ketentuan Pasal 50-52.
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c.

f.

g.

Hak Sewa
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Tidak terpenuhinya syarat-syarat atau
kewajiban yang tetuang dalam perjanjian
pemberian hak-hak pakai dengan pemberi
hak pakai.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

Dihentikannya sebelum jangka waktu
berkahir karena suatu syarat yang tidak
terpenuhi

Dilepaskannya oleh pemegang hak

Dicabut untuk kepentingan umum

Tanahnya musnah

Hak Sewa diatur dalam Pasal 44-45 UUPA. Hak

sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk

menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar

kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.

Hak sewa dibedakan menjadi dua yaitu hak sewa untuk

bangunan dan hak sewa untuk tanah pertanian. Ciri-ciri

dari Hak sewa adalah :

SNk L=

Jangka waktunya terbatas

Bersifat perorangan

Tidak boleh dialihkan tanpa izin pemberi sewa
Tidak dapat dijadikan jaminan utang

Tidak putus karena pengalihan objek hak sewa
Dapat dilepaskan oleh penyewa

Subjek dari hak sewa menurut Pasal 45 UUPA adalah :

a. Warga negara Indonesia

b. Warga negara asing yang berkedudukan di
Indonesia

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia
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Hak Sewa dapat hapus karena alasan-alasan :

1. Jangka waktunya berakhir

2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
karena suatu syarat yang tidak terpenuhi

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya

4. Dicabut untuk kepentingan umum

f. Hak Membuka Tanah
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya
dapat dipunyai oleh warga-warga Indonesia dan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

g. Hak Memungut Hasil Hutan
Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan
secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak mililk
atas tanah itu.

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-
undang serta hak-hak yan sifatnya sementara sebagai
yang disebutkan dam Pasal 53.

1.5.1.3. Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah
Hak atas tanah tidak dapat diperoleh dengan seketika
sehingga harus melalui prosedur peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Untuk

perolehan tanah di Indonesia haruslah melihat status tanahnya,

status orang/ badan hukum yang memerlukan tanah, dan ada
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atau tidaknya kesediaan pemegang hak untuk melepaskan atau
menjual tanahnya.

a. Status tanah

Perolehan tanah harus melihat status tanah dari tanah yang
hendak diperoleh. Terdapat dua ciri status tanah yaitu tanah
negara dan tanah hak. Tanah negara terdiri dari tanah
negara murni, tanah negara asal Konversi Hak Barat yang
batas waktunya berakhir, dan tanah negara asal dari tanah
hak yang dilepaskan oleh pemegangnya. Sedangkan tanah
hak ini seringkali disebut dengan tanah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
Perolehan tanah negara dapat dilakukan dengan
permohonan yang memperhatikan Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan
hak atas tanah negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 tahun 2011 tentang
pelimpahan wewenang dan pembatalan Keputusan
pemberian hak atas tanah negara. Sedangkan perolehan
tanah hak dapat dilakukan dengan permohonan seperti jual-

beli, tukar-menukar, hibah, wakaf, pelepasan hak, dil.'°

hlm. 73

19 Bakhrul Amal, Hukum Tanah Nasional, Y ogyakarta : Thafa Media Yogyakarta, 2017,
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b. Status orang/ Badan Hukum

Status orang/ Badan Hukum wajib untuk diperhatikan
dalam perolehan tanah karena dapat membatalkan
perolehan hak atas tanah itu sendiri. Seperti Perseroan
Terbatas yang tidak diperbolehkan untuk membeli tanah
Hak Milik dan apabila Perseroan Terbatas melakukan
pembelian Hak Milik, Perseroan Terbatas tersebut akan
dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (2)
UUPA. Yang mana sanksinya adalah batalnya jual-beli,
hapusnya hak, tanah yang telah dijadikan objek jual-beli
dapat menjadi milik negara dan harga atau transaksi dari
jual-beli untuk perolehan tanah tersebut tidak dapat ditarik

kembali.'!

. Kesepakatan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum

Ketika status yang hendak memeroleh tanah dan tanah yang
diupayakan diperoleh telah sesuai denganketentuan, maka
selanjutnya adalah proses menemukan kesepakatan antara
pemilik tanah sebelumnya dan calon pemilik tanah.'?
Kesepakatan dalam hal berpindahnya hak inibergantung
pada kecocokan harga tanah yang dilihat melalui Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) atau penentuan Tim Aprasial, baru

1 Ibid, hlm. 74
12 Ibid
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kemudian dibuatlah surat pelepasan hak dan balik nama di
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain melalui jual-
beli, tukar-menukar, dan hibah, perolehan tanah dapat juga
dilakukan dengan proses pengadaan tanah. Pengadaan
tanah biasanya dilakukan oleh instansi Pemerintah atau
Badan Usaha Milik Swasta dengan ketentuan yang diatur
oleh Peraturan yang berlaku. Proses ini akan berakibat pada
pelepasan hak yang dikarenakan oleh dua alasan yaitu
perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum dan untuk kepentigan komersial/Swasta. Pengadaan
tanah untuk kepentingan umum ketentuannya diatur dalam
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Sedangkan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Swasta
ketentuannya diatur dalam pasal 13 dan 14 Keputusan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21
tahun1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi
Perusahan Dalam Rangka Penanaman Modal.
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum
1.5.2.1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum
Perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan melanggar
hukum adalah tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh

hukum, perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan
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yang mana merupakan kewajibannya atau merupakan
perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, dan
perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak

untuk melakukannya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melanggar hukum”
sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis
semata-mata  (pelanggaran  perundang-undangan  yang
berlaku), tetapi sejak ahun 1919 terjadi perkembangan di
negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melanggar
hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan
tertulis saja, tetapi juga melingkupi atas setiap pelanggaran
terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup

t.13

masyarakat.’” Sejak tahun 1919, perbuatan melanggar hukum

diartikan secara luas yang mencakup :

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
Perbuatan yang bertntangan dengan hak orang lain ini
merupakan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH
Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak
seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tapi tidak

terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

1. Hak-hak Pribadi
2. Hak-hak Kekayaan

249

13 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, him.
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3. Hak atas Kebebasan
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik'*

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya

sendiri

Perbuatan ini juga dikategorikan perbuatan melanggar
hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum dari
pelakunya. Kewajiban hukum yang dimaksud disini adalah
suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap
seseorang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi
tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja akan
tetapi juga bertentangan dengan hak orang lain menurut

undang-undang.

. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang telah
diakui sebagai hukum tidak tertulis oleh masyarakat juga
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh
karena itu ketika terjadi perbuatan yang melanngar
kesusilaan dan menimbulkan kerugian maka pihak yang
mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi

berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

14 Ibid
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Perbuatan ini juga dikategorikan perbuatan melanggar
hukum. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang
merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal
dari hukum tertulis, masih mungkin untuk dijerat dengan
perbuatan  melanggar hukum karena perbuatannya
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan
dalam pergaulan masyarakat. Yang mana keharusan dalam
masyarakat tidak tertulis akan tetapi diakui oleh

masyarakat.'>

Sedangkan menurut Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan

melanggar hukum menurut adalah perbuatan melanggar

hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena

salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang

mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan

kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan

melaggar hukum, yaitu :

1.
2.

3.

Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan
Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
kesengajaan maupun kelalaian)

Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.'®

15 1bid, him. 252
16 Ibid, hlm. 248
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1.5.2.2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

mengandung unsur-unsur sebagai beriku

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH

Perdata, maka suatu perbuatan melanggar hukum harus

t17

1. Adanya suatu perbuatan

Sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar
hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengalami suatu
perubahan dengan adanya Arrest Lindenbaum-Cohen,
dimana hukum diartikan sempit yaitu hanya berdasarkan
pada undang-undang saja. Akan tetapi pada tahun 1919
dalam Lindenbaum-Cohen Arrest H.R. mengubah
pendiriannya dengan memberikan arti yang sangat luas
kepada hukum yakni dengan hukum mencakup undang-
undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan,
kepatutan yang terjadi dalam masyarakat.'® Sehingga sejak
pada saat itu, perbuatan melanggar hukum bukan hanya
mencakup suatu perbuatan saja tetapi juga mencakup tidak
berbuat. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud dapat
berupa berbuat sesuatu (dalam arti aktif) ataupun tidak
berbuat sesuatu (dalam arti pasif) seperti misalnya tidak
berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum
untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum
yang berlaku (karena juga ada kewajiban yang timbul dari
suatu kontrak).'

. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Unsur melanggar hukum diartikan dalam arti yang seluas
luasnya, yakni :

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang
berlaku
b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh

hukum

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum
si pelaku

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode
zeden)

17 Munir Fuady, Op Cit, hlm. 254

18 Badrulzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman
Djamil, dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Memperingati
Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung : 2001, hlm. 107

19 Ibid
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e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik
dalam bermasyarakat untuk memperhatikan
kepentingan orang lain.?

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan
melanggar hukum, undang-undang dan yurisprudensi
mensyaratkan agar pada pelaku harlah mengandung unsur
kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan
tersebut.?! Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan
adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan
melanggar hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah
cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan
dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan
sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara
hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Ada unsur kesengajaan
b. Ada unsur kelalaian
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban ini juga menjadi syarat agar
gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat
dipergunakan. Berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan
dari wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil,
maka kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar
hukum ini adalah berupa :

a. Kerugian materiil, yakni adalah kerugian yang terdiri
dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan
yang seharusnya diperoleh. Sehingga pelaku yang
melakukan perbuatan melanggar hukum haruslah
menggati kerugian yang nyata-nyata diderita dan
keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian idiil, yang mana dari perbuatan melanggar
hukum tersebut menimbulkan suatu ketakutan, sakit dan
kehilangan kesenangan hidup.

. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan

kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan
kerugian yang terjadi juga menjadi syarat dari suatu
perbuatan melanggar hukum. Untuk memecah hubungan

20 Ibid
2 Ibid
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causal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian,
terdapat dua teori yaitu® :

a. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang
yang melakukan perbuatan melanggar hukum selalu
bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine
qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai
sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-
syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

b. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si
pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang
selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada
perbuatan melanggar hukum.

Terdapat hubungan causal apabila kerugian menurut aturan
pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat
diharapkan timbul dari perbuatan melanggar hukum. Unsur-
unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya adalah harus
terpenuhi seluruhnya. Apabila tidak terpenuhi seluruhnya
maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan
melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365
KUH Perdata. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan
melanggar hukum apabila perbuatan pelaku melanggar
undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain,
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum pelaku, atau
bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik diri

sendiri maupun orang lain, akan tetapi perbuatan yang

dianggap perbuatan melanggar hukum ini harus dapat

22 M.A. Moegini Djojodirdjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita,

2002, hlm. 25
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dipertanggung jawabkan apakah mengandung unsur kesalahan

ataukah tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan

antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan kesalahan

dalam bentuk kurang hati-hati sehingga hakim harus dapat

menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku.

Hal-hal yang menghilangkan Perbuatan Melanggar

Hukum

Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula

dengan hukum perdata, adakalanya terdapat hal-hal yang

menghilangkan sifat melanggar hukum yaitu :

1.

Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu paksaan atau dorongan
yang mana datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan.
Adakalnya keadaan memaksa ini menjadi alasan pembenar
dan adakalanya menjadi alasan pemaaf. Hak tersebut
dikarenakan keadaan memaksa ini mempunyai sifat yang
berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

Keadaan memaksa ini memiliki bentuk tertentu yaitu
noodtoestand yang disebabkan oleh konflik kewajiban-
kewajiban. Apabila kewajiban untuk tidak melakukan
sesuatu perbuatan melanggar hukum ditiadakan oleh suatu
kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi
tingkatannya. Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak
ataupun relatif. Keadaan memaksa disebut mutlak apabila
seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum
dikarenakan suatu keadaan dimana ia terpaksa untuk
melakukan suatu perbuatan tersebut daripada harus
mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang
sangatlah besar.

Pembelaan Darurat atau Terpaksa
Dalam pembelaan darurat atau terpaksa, seseorang yang
melakukan perbuatan dengan terpaksa untuk membela diri
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sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap
serangan yang tiba-tiba bersifat melanggar hukum, maka
perbuatan melanggar hukumnya tersebut akan hilang.
Untuk menentukan perbuatan melanggar hukum tersebut
adalah pembelaan diri maka harus ada serangan yang
ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tersebut tidak
boleh melampaui batas. Misalnya diserang dengan
menggunakan golok maka untuk membela diri orang
tersebut menggunakan tongkat untuk memukul tangan dari
penyerang sehingga tangannya patah. Dalam hal ini
perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melanggar
hukum.

3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Suatu perbuatan tidak dianggap perbuatan melanggar
hukum apabila perbuatan yang dilakukan adalah untuk
melaksanakan Undang-undang. Misalnya seperti polisi
yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya,
hakim yang menghukum terdakwa, panitera yang
melakukan sitaan. Hal-hal tersebut tidak dianggap
melakukan perbuatan melanggar hukum kecuali wewenang
tersebut disalahgunakan.

4. Melaksanakan Perintah Atasan

Suatu perbuatan yang dilakukan karena perintah atasan
yang berwenang tidaklah dianggap sebagai perbuatan
melanggar hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai
alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah
tersebut. Dalam prakteknya, alasan pembenar ini tidaklah
penting karena yang digugat adalah penguasa/atasan atau
pemberi perintah dan bukanlah pegawai yang melakukan
perbuatan tersebut.?

Menurut  Wirjono  Prodjodikoro, hal-hal yang
menghilangkan perbuatan melanggar hukum ditinjau dari
“perbuatannya” dengan tidak memandang tubuh dan

kedudukan dari subjek perbuatan melanggar hukum adalah :
a. Hak Pribadi

b. Pembelaan Diri

2 Rosa Agustina, Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta, Pasca Sarjana, 2003, him.15
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c. Keadaan Memaksa.?*

Sedangkan hal-hal mengenai subjek perbuatan
melanggar hukum yang mengakibatkan subjek tersebut telah
melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan adalah :
a. Perintah Kepegawaian
b. Hak Menghakimi sendiri.?

1.5.2.4. Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum
Sejak adanya putusan Hoge Road tanggal 1 Januari
1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep dari perbuatan
melanggar hukum ini telah berkembang. Sejak itu terdapat 4
(empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku

Melanggar hak subjektif orang lain

Melanggar kaidah tata susila

Sl

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap
hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap
harta orang lain.?®

Kriteria pertama dan kedua ini berhubungan dengan
hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keemat ini

berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

24 Wirjono prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2000,
hlm.40

% Jbid, hlm. 45

% Rosa Agustina, Loc Cit, him.45
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1.5.2.5. Konsekuensi Yuridis dalam hal Timbulnya Perbuatan
Melanggar Hukum
Akibat dari perbuatan melanggar hukum diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1367
KUHPerdata sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata
“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi.”

b. Pasal Pasal 1366 KUH Perdata
“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang
hati-hatinya.”

c. Pasal 1367 KUH Perdata
“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-
orang yang berada dibawah pengawasannya....dst.”

Berdasarkan  dari  kutipan  pasal-pasal tersebut
memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat
dari suatu perbuatan melanggar hukum. Akibat dari perbuatan
melanggar hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi
terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai
hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan
timbulnya perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu akibat
yang timbul akan diwujudkan dalam bentuk ganti rugi

terhadap korban yang mengalami.
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Secara teoritis penggantian kerugian akibat dari
perbuatan melanggar hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
bagian yaitu :

a. Kerugian yang bersifat aktual
Kerugian yang dapat dilihat secara nyata atau fisik, baik
yang bersifat materiil maupun immaterial, kerugian yang
didasarkan pada hal-hal yang kongkrit yang timbul dari
akibat perbuatan melanggar hukum.

b. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang
Kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa yang
akan datang akibat dari perbuatan melanggar hukum.
Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama
baik melalui pengumuman di media cetak dan elektronik
terhadap pelaku.?’

1.5.2.6. Subjek Perbuatan Melanggar Hukum

Di dalam setiap pergaulan masyarakat pasti terdapat
suatu perbuatan, baik perbuatan hukum maupun perbuatan
melanggar hukum tentunya ada pelakunya. Dalam hal ini
pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan untuk
menilai perbuatan tersebut baik atau buruk maka diperlukan
hukum atau norma. Karena hukum adalah suatu peraturan
yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam melakukan
pergaulan.

Dalam hal ini masyarakat merupakan subjek hukum
yang mana subjek hukum pasti mempunyai hak dan

kewajiban. Dengan mempunyai hak dan kewajiban maka

seorang subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau

27 Djunaedah Hasan, Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum,Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, him. 24
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perbuatan-perbuatan hukum. Salah satu dari perbuatan hukum
ini adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga yang
dimaksud dengan pelaku dalam perbuatan melanggar hukum
adalah anggota masyarakat atau orang atau badan hukum.

Sesecorang yang merupakan subjek hukum dapat
melakukan suatu perbuatan yang mana ketika perbuatannya
salah maka padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban
atas  perbuatannya tersebut. perbuatan yang harus
dipertanggung jawabkan adalah karena perbuatan melanggar
hukum yang mana telah menimbulkan suatu kerugian bagi
orang lain, yang karena kesalahannya orang itu diwajibkan
untuk mengganti kerugian yang telah didierita oleh orang lain
tersebut. Hal tersebut tujuannya adalah untuk memenuhi rasa
keadilan dalam masyarakat.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
1.5.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat
dan martabat, serta pengakuan terhadap hak — hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal
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lainnya.”® Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh
manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan
sesama manusia serta lingkungannya.?’ Perlindungan hukum
merupakan suatu hal yang melindungi subyek — subyek
hukum melalui peraturan perundang — undangan yang berlaku

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 yang
terdapat pada Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945
menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia”. Dari pernyataan tersebut
menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada
seluruh bangsa Indonesia termasuk pula perlindungan hukum

bagi pemegang hak atas tanah.

1.5.3.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara

preventif dan secara represif yang meliputi :

28 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi
Tentang Prinsip — prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, 1987, hlm.25.

2 CST Kansil. Loc Cit. him. 102.
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a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang —
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu — rambu atau batasan
— batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan
akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan
hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau setelah adanya atau dilakukannya suatu
pelanggaran.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.’

I Penelitian hukum

normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian

terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu adalah data yang

diperoleh dari dokumen — dokumen resmi, buku — buku yang

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang — undangan.>?

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menekankan dan berpegang

pada segi — segi yuridis.

30 Ibid, hlm.20.

31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grifindo Persada,

2004, him. 11.

32 prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,

2016, hlm. 106.
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1.6.2. Sumber Data
Penelitian ~ hukum  normatif = merupakan  penelitian
kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder

umum yang dapat diteliti adalah :

a. Data Sekunder yang bersifat pribadi :
1. Dokumen — dokumen pribadi
2. Data pribadi yang tersimpan di lembaga — lembaga
dimana yang bersangkutan pernah bekerja.*?
b. Data sekunder yang bersifat publik :
1. Data arsip
2. Data resmi pada instansi — instansi pemerintah
3. Data yang dipublikasikan seperti jurisprudensi
Mahkamah Agung
Data sekunder dibidang hukum, dipandang dari sudut

kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan — bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer ini
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan  hakim. Dalam hal ini penulis

menggunakan sumber data primer sebagai berikut :

33 Ronny Hanitjo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia,
1985, him. 42.
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1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Undang — undang Pokok Agraria dan Undang —
undang yang mengatur tentang pertanahan

3. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal.

b. Bahan — bahan hukum sekunder yakni adalah semua
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis
menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut :

1. Surat pernyataan pelepasan hak
2. Buku — buku mengenai pertanahan
3. Buku-buku mengenai Perbuatan Melanggar Hukum

c¢. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan
hukum primer dan sekunder serta sebagai bahan
penunjang penelitian.>* Misalnya seperti : Ensiklopedia

dan kamus hukum.

3 Soerjono Soekanto, Op. cit, hlm.52.



39

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam
penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka,
perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan
dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku — buku
ilmiah ini yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan

data sekunder termasuk teori — teori hukum dari pakar hukum.*

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini
berhasil dikumpulkan maka selanjutnya akan dilakukan penyuntingan
bahan hukum, kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum

yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif
dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan ke dalam bentuk
penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh
kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara
induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan
terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian

didasarkan atas fakta — fakta yang bersifat khusus.

165.

35 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.
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1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (tiga) bulan, dimulai
dari bulan November 2018 hingga bulan Februari 2019. Penelitian
dilaksanakan pada bulan November pada minggu pertama yang
meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal,
penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul
penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian,
bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, selanjutnya
adalah tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu ke 4 bulan Januari
sampai minggu ke 4 bulan Februari, meliputi : pengumpulan data
sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan
data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi,
penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian

skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.7. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi
menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi
dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PETANI Y TERHADAP PT X
DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI
KELURAHAN BRINGIN, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA

SURABAYA)”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab,
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sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok pemasalahan yang
akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam
empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang
menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil
penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang
perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan
penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat
penelitian, yang metodenya memakai yuridis normatif yaitu penelitian hukum
doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Bab Kedua, merupakan uraian dari permasalahan pertama yaitu
bagaimana perlindungan hukum bagi PT X akibat Perbuatan Melanggar
Hukum yang dilakukan oleh Petani Y dalam Pelepasan Hak atas tanah. Bab
ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis
kasus posisi Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Petani Y
terhadap PT X dan sub bab kedua membahas tentang Perlindungan hukum
bagi PT X akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Petani Y.

Bab Ketiga, merupakan uraian dari permasalahan kedua yaitu
bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT X akibat perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh Petani Y. Bab ini terbagi menjadi dua
sub bab, sub bab pertama membahas tentang prosedur pelepasan hak yang

dilakukan oleh Petani Y dan sub bab kedua membahas tentang upaya hukum
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yang dapat dilakukan oleh PT X akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh Petani Y.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya
dan berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini
merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan
rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan

skripsi ini.



